BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR S5 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DESA

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI POSO,

bahwa untuk menciptakan tata kelola keuangan desa
yang transparan, akuntabel, partisipatif, yang dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran;

bahwa dalam memeroleh pendapatan dan melaksanakan
belanja desa keuangan dan sistem akuntansi desa
dibangun berdasar prinsip akuntabilitas fiskal dan
akuntabilitas operasional;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan kebijakan akuntansi Pemerintah Desa perlu
dilakukan pengaturan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang pedoman
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, TambahanlLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DESA.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang wuntuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya
disingkat PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal
efektif.

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Desa adalah prinsip-prinsip, dasar-
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh pemerintah desa sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah desa untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,
antar periode.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas
diterima atau dibayar.

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh
transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria
pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi
sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,
kewajiban, ekuitas, pendapatan belanja, pembiayaan, sebagaimana
akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang
bersangkutan.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.
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Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA,
belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CalLK
adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam
LRA, dan Neraca dalam rangka pengungkapan yang memadai

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut
APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa.
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Desa yang
menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah desa dan tidak
perlu dibayar kembali oleh pemerintah desa.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Desa
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah desa.

Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Aset Desa adalah barang milik; Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak
lainnya yang sah. '

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah desa.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Poso.




BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI DESA

Pasal 2

(1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Desa terdiri atas :
a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan
b. Kebijakan Akuntansi akun.

(2) Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan
Keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian
pelaporan keuangan desa.

(3) Kebijakan Akuntansi akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas :

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
SAP; dan
b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

(4) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib disusun oleh Pemerintah Desa.

(5) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

(6) Pedoman penyusunan Kebijakan Akuntansi Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita

Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso,
pada tanggal 12 Drsembe— 2024

BUPATI POSO,
ttd

VERNA G. M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso

pada tanggal {2 Dremba 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAHKABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 55




